BAB V

PENUTUP

Kesi npul an

KPUD sebagai penyel enggara Pem |ihan Kepala Daerah harus
menj unj ung tinggi netralitas. KPUD adal ah  birokrasi
harusnya bersikap netral. Tudingan tidak netral yang
di al amat kan kepada KPUD saat penyel enggaraan pil kada Mal ang
karena salah satu peserta Incunbent sudah ada hubungan

patron client rel ationship.

Fakt or - f akt or yang nenyebabkan terjadi ketidaknetral an KPUD
dal am pil kada |angsung di tiga daerah penelitian, yaitu
antara | ain:

Pertama, kuatnya ketokohan/personality, pengaruh kandi dat
dan resources yang dimliki kandidat (material dan non
material, posisinya dalam partai dan efektifitas nesin
partai, prestasi dalam penbangunan daerah, visi dan m si
yang telah teruji dal am praktek sebel umya, asal -

usul / keturunan, dll). Mbilisasi dalam birokrasi antara

lain di ger akkan nmel al ui j al ur prinordialisme
(keker abat an/ kekel uar gaan dan t enpat | ahi r/asal -usu
kandi dat) .
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Kedua, faktor Rezim Pilkada dan Regulasi. Dalam kasus
Mal ang, ada indikasi staf Kesbang (PNS) yang nenjadi tim
sukses "bisa bermain" |ewat desk pilkada untuk kemenangan

kandi dat yang di dukungnya.

Ketiga, faktor vested-interest yaitu kepentingan nenelihara
dan neningkatkan posisi karir/jabatan, jugs Kkepentingan
jaringan Bisnis dan Politik dari shadow bur eaucr acy.
Sebagi an PNS ber spekul asi nenjadi tim sukses dengan harapan
j 1 ka kandi dat yang di dukung nenang, ia bisa nmendapat posi si
yang lebih penting atau pinpinan proyek. Bila terealisir
harapan tersebut, mnereka bisa "nenggusur" posisi birokrat
yang netral yang nenjaga jarak yang sama dengan senua

kandi dat .

Dal am prakteknya, ada gejala shadow bureaucracy dalam
pi | kada yaitu keberadaan kel onpok bayangan birokrasi
(pengusaha, kontraktor, pemlik media mssa, ormas, LSM
pun berkepentingan nenjadi penyandang dana kanpanye
dengan i nbal an nenperoleh perlindungan, pasokan dana,
| i sensi atau tender proyek pascapil kada. Hal i ni
mengar ah kepada kebutuhan ketokohan atau pelindung.
Suat u hubungan | oyalitas PNS terhadap patron-nya. Hubungan

Patron-client yang terbangun dalam jangka waktu yang
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relatif tidak sebentar dari seorang tokoh terhadap

institusi birokrasi guna nerintis tangga nenuju kekuasaan.

Pada proses pelaksanaan pilkada di tiga daerah, terjadi
ber bagai I ndi kasi yang mengar ah kepada pel anggar an
netralitas birokrasi. Kasus di Kukar, terjadi indikasi
nobi | i sasi oleh notor tim sukses yang dil akukan ol eh sal ah
seorang guru (PNS) untuk nendukung sal ah satu kandidat. Di
Gowa, terjadi nobilisasi pemlih dari desa tetangga yang
mana nasyar akat nencuri gai nya sebagai tim sukses sal ah satu
kandi dat bupati yang nem|liki hubungan kerabat. Sedangkan
di Malang neskipun tidak ada nobilisasi terbuka, tetapi
nobilisasi terjadi terhadap tafsir soal jam kerja. D |uar
j am kerja PNS di anggap bol eh nenjadi tim pendukung kandi dat

tertentu.

I ndi kasi pel anggaran lainnya yang diketahui terjadi
penggel enbungan suara sebanyak 175 suara di Kukar, D Gowa,
terjadi penalsuan data oleh petugas dan adanya "sistem
bl ock®™ yang dirancang oleh oknum petugas untuk tidak
i kutnya pem|lih yang nendukung kandidat tertentu. Berbeda
dengan kondisi di Milang yang relatif berlangsung jujur
dal am penghi tungan suara. Di Gowa juga terjadi penanfaatan
fasilitas dinas oleh tim sukses, neskipun tidak karat mats.

Di Ml ang, indikasi penggunaan fasilitas dinas dikarenakan
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posisi incunmbent vyang nmasih terus nenjabat dan tidak

mengundur kan diri selama pil kada berl angsung.

Sel ai n pel anggar an penggunaan fasilitas di nas yang
di | akukan birokrat, noney politics juga terjadi di Kukar
dan Gowa. D Kukar adanya indikasi politik uang vyaitu
dengan penbagi an uang sebesar Rp. 10.000 ,- per orang. D
Gowa indikasi politik wuang yang terjadi dilakukan oleh
oknum di antaranya PNS, dari dinas kehutanan, tim sukses
kandi dat, tokoh perenpuan, tokoh agama dan tokoh adat.
Kondi si tersebut nenbutuhkan tindakan tegas berupa sanksi
dari panwas. Meskipun sanksi-sanksi sudah diberlakukan ol eh
panwas nanmun masi h di rasakan kurang ol eh nasyarakat karena
kurang tanggapnya panwas terhadap pel anggaran yang terj adi

sel ama proses pil kada berl angsung.

Di  Kukar terjadi hubungan yang relatif sinergis antara
deskpi | kada  dengan KPUD untuk menyukseskan pi | kada
| angsung. Hubungan ini ditunjukkan dengan penberian dana
dan fasilitas pinjanman kendaraan kepada KPUD untuk
kel ancaran proses pilkada . Selain itu desk pilkada juga
nmensosi al i sasi kan sel uk bel uk pilkada |angsung kepada st af
nereka di penerintahan. Penda kabupaten WMalang dan KPUD
juga el akukan sosiali sasi pi | kada kepada rmasyarakat.

Dengan dem ki an nasyarakat kabupaten Malang relatif |ebih
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10.

si ap dal am nel aksanakan pil kada | angsung.

Kesi apan masyar akat dal am pil kada |angsung di tiga daerah
ini (Kukar, Gowa dan Malang) dapat diketahui dari peran
serta masyarakat untuk nmemlih kandi datnya. Di Kukar
partisipasi masyarakat dalam pel aksanaan pil kada |angsung
cenderung tidak terlalu bersemangat (hanya sekitar di bawah
80% pem |ih). Hal tersebut dikarenakan al asan nereka sibuk
dengan pekerjaan, karyawan/pegawai terdaftar tidak tingga
di tenpat saat pemlihan, dan nenjadi gol put karena nereka

ti dak percaya akan ada perubahan siapapun yang terpilih.

Kondi si pascapi | kada di Gowa juga terjadi ketegangan sosi al
yang neni mbul kan barisan sakit hati. Karier Dbirokrasi
mengal am  keti dakpasti an begitupun di Malang. D Ml ang
posisi birokrasi dalam pilkada agak sulit dikarenakan
adanya loyalitas PNS kepada atasan yang berpengaruh pada
karier nereka. D CGowa, pendukung yang nemilih kandi dat
terpilih nendapatkan jam nan dan bisa bernapas |ega dengan
terpilihnya kandidat nereka. Mereka yang nmendukung bisa

nmendapat kan proyek dan nmenenpati posisi yang diingi nkan.

Di  Mal ang penyel enggaraan pilkada oleh KPUD, Panwas dan
stake holders lainnya cenderung berjalan konsekuen dan

konsi st en. KPUD dan st ake hol der s ti dak ber si kap
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11.

diskrimnatif tehadap calon. Nanmun kondisi belum tentu

nmenandakakan birokrasi yang ada bersi kap netral.

DI Kukar peran KPUD, Panwas dan Desk-pil kada cenderung

si nergis. Di kai t kan dengan i ndi kat or netralitas
bi r okr asi , masi h terjadi beber apa kasus
keti daknetral an birokrasi, terutanma 'tidak kasat mata'

dari  kal angan yang nendukung i ncunbent sejak pra-
pi | kada dan kasat mata ol eh PNS pendukung kandi dat
non-i ncumbent. Pilkada |angsung nenjadi ajang untuk
menpert ahankan j abatan dan nai k j abat an di kal angan PNS
dan peluang bagi non-PNS serta pencari kerja untuk
nmenj adi pegawai honoroer bila kani dat yang nereka dukung

nmenmenangkan Pil kada tersebut.

Sar an

Untuk nenjaga netralitas birokrasi dalam pil kada dan pem | u
nasi onal , dimasa yang akan datang, disarankan agar Menpan
bersama | egislatif nengusul kan RUU atau PP nmenyangkut Etika
Peneri nt ahan. Suatu regul asi yang secara rinci nengatur apa
yang bol eh dan tidak bol eh dil akukan ol eh PNS dan birokrasi
dal am pem lu, termasuk pilkada. Dalam Peraturan Penerintah

No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipi
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Menj adi Anggota Partai Politik harus tertera pengaturan
secara jelas beserta sanksi hukumannya apabila PNS
nmel anggar prinsip netralitas birokrasi dan instansi mnmana
yang akan nmenegakan sanksi / hukuman t er sebut secara
struktural. Kelemahan sering terjadi pada saat peneggakkan

aturan saat inplenmentasi kebijakan.

Wewenang nutasi jabatan, rekruitmen PNS pascapil kada harus
mel al ui Dewan Pertinbangan Karir dan Jabatan. Kepal a daerah
ber wenang menent ukan f or mul asi dan ar ah kebi j akan.
Pel aksanaannya adal ah birokrat karir yang profesional dan

terdi di k di bidangnya.

Negara harus nenberi kan perlindungan hukum bagi PNS yang
di nutasi kan karena alasan politis untuk diadili di
Peradilan Tata Usaha Negara, (PTUN), dengan didanping

pengacara yang dibiayai oleh negara nelalui pengadilan

set enpat .

Panwas Pil kada dari kal angan independen dan non partisan
perlu lebih diberdayakan wuntuk juga nengawasi danpak
pascapi | kada, bukan hanya saat pi | kada berl angsung.
Terutama yang nmenyangkut nasib birokrasi yang nenjadi
korban politik saat pilkada. Evaluasi sengketa pilkada

ti dak bol eh hanya berhenti ketika nenyangkut hasil Pil kada.
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Sebai knya setiap proses pilkada (nulai pendaftaran hingga
penghi tungan suara) bisa diperkarakan di pengadilan bila
ada keberatan tertentu dari kandidat. Ini artinya UU yang
nmengat ur pil kada No.32/2004 soal sengketa pilkada perlu
di revi si agar operasionalisasi fungsi pengawasan dan
peni ndakan bisa berjalan baik pada Pilkada nendatang.
Kenyat aan selama ini, panwas di bubarkan sehingga banyak hal
yang har us di t angani menyangkut keadi | an, menj adi

t er bengkal ai .

Panwas dan panitia pemlihan harus nemliki keberanian
menegakkan prinsip netralitas birokrasi dem  tegaknya
keadi |l an dan  konpeti si politik yang sehat di masa

nmendat ang.

Keti dakopti mal an  pel aksanaan kebijakan netralitas PNS
berawal dari kurang kuatnya aturan nmain, |enmahnya penga-
wasan, dan belum berjal annya penegakan hukum Unt uk
menyenpur nakannya perlu ditinjau kenbali PP No. 5 Tahun
1999 dan PP. No. 12 Tahun 1999, diperketatnya pengawasan
terhadap PNS, dan dilakukannya penegakan aturan tanpa

Pandang bul u.

Agar kebijakan netralitas PNS dapat diterapkan dengan baik,

perlu dikeluarkan ketentuan yang nelarang PNS ikut serta
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menghadi ri secara |angsung kegi atan kanpanye yang di adakan
partai-partai Politik maupun perseorangan, khususnya pada
hari kerja. D sanmping itu, Komsi Pemlihan Umrum (KPU)
bekerja sama dengan tim Desk Pilkada hendaknya secara
aktif rmelakukan sosialisasi tentang netralitas PNS dal am
penyel enggaraan Pil kada di tingkat kecamatan kepada sepul uh
unsur masyarakat yang nenj adi sasaran sosi al i sasi di
ti ngkat kecamat an, yakni perwaki |l an  muspi ka, kepal a
di nas/instansi tingkat kecanatan, anggota PPK, PPS, kepala
desa, perwakilan partai politik, organisasi massa, naupun

t okoh masyar akat .
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